GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR @5 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
YANG TERDAMPAK BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu untuk meringankan beban
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang
terdampak banjir beberapa waktu yang lalu, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan perlu memberikan bantuan
kepada daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Yang Terdampak Banjir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negera RI
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 438);

Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan

6.

10.

-2-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan 2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2020 Nomor 128) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG TERDAMPAK

BANJIR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
ekonomi dan tugas pembantu negara prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.
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3. Pcmcr@nlah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pcmcnntghap daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

S. Kabupatcn/Kotg di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Banjar,
Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, Kabupaten Balangan dan Kota Banjarmasin.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati Banjar, Bupati Barito Kuala, Bupati Tanah
Laut, Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Balangan dan Walikota
Banjarmasin.

7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

9. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada
Pemerintah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah
Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan dan Kota
Banjarmasin.

10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat
Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Banjar, Kabupaten Barito Kuala,
Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten
Balangan dan Kota Banjarmasin.

11. SKPD terkait adalah Instansi Pemerintah Daerah Provinsi yang
menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Bantuan
Keuangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai petunjuk dalam
melaksanakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan Keuangan.

(2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan agar tertib administrasi
dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan Keuangan.

BAB 11
SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 3

Bantuan Keuangan kepada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Seclatan yang menerima Bantuan Keuangan bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2021.
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Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 4

(1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan Keuangan dipergunakan untuk
pasca bencana banjir seperti:

a. perbaikan tempat ibadah; dan
b. perbaikan sekolah.

(2) Bantuan Keuangan dianggarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan
Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran
APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.

(3) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang menerime!
Bantuan Keuangan menganggarkan bantuan keuangan khusus dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pendapatan daerah.

(2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut
diterima setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021 ditetapkan, maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima
Bantuan Keuangan.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 6

Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdampak banjir, sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, antara lain:

(1) Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan
keuangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui BAKEUDA selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilengkapi
dengan:

a. Rincian penggunaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan
Keuangan, ditandatangani dan distempel;

b. Referensi Bank atas rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan Keuangan, dan
dilegalisir pihak bank;

c. Kuitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai,
ditandatangani penerima dan distempel; dan

d. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Petunjuk
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan Keuangan.
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SKPD yang membidangi Lingkup Pemerintah Kabupnten/Kota i Provinsl
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Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan Keuangan.

BABR V
PELAKSANAAN
Pasnl 7

Pelaksanaan Belanjn sesuni dengan pedoman pelaksanann APBD, Analisia
- : A
blnndlnr Belanjn, dan Standar Satuan Harga yang berlaku di daernh
penerima.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pemungutan dan Penyctoran Pajank serta pengenann Bea Materai dilakukan
sesual dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8
Pelaksanaan pekerjaan harus selesai pada akhir tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus per seratus) dan terdapat
sisa anggaran akibat dari efisicnsi menjadi sisa lebih perhitungan anggaran
APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Sclatan yang
menerima Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran berkenaan.

Sisa lebih perhitungan anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang menunjang dan
berkaitan dengan penanggulangan bencana alam di Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Sclatan yang menerima Bantuan
Keuangan.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 9

Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan terhadap
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan Keuangan.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Inspektorat
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang menerima Bantuan

Keuangan.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 11

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencrima
Bantuan Keuangan menyampaikan  laporan pertanggungjawaban
penggunaan Bantuan Keuangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan
melalui BAKEUDA Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tanggal 10
Januari 2022,

o ——
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan
disampaikan pada Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a. rincian kegiatan/pekerjaan dan biaya yang dibutuhkan;
b. jumlah anggaran;
c. keluaran dan hasil yang dicapai serta manfaatnya; dan
d. lampiran fhoto hasil pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2% Januari 2
GUBERNUR SELATAN,
SAHBIRI
Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 2¢ Januari 2021

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR €
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